IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) by Rahmawati, Sri Indah
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Di era perdagangan bebas masalah Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi isu yang
strategis. Adanya globalisasi ekonomi terutama bidang perdagangan dan industri menuntut
diberlakukannya ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini mengakibatkan negara-
negara berkembang akan menjadi sasaran penerapan Hak Kekayaan Intelektual milik negara-
negara maju. Berdasarkan hasil penelitian para ahli UNESCO, ternyata negara-negara majulah
yang telah mendahulukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan demikian,
HKI mempunyai peran yang sangat penting di dunia Internasional. Oleh karena itu, setiap negara
wajib melindungi kreasi manusia (human creativity) untuk lebih mendorong kemajuan dibidang
IPTEK dan seni. Negara Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain harus terlibat dalam
bidang ekonomi global yang memberikan peranan penting pada HKI.1
Secara faktual, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem pemberian
perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari
pengetahuan intelektual tradisional (traditional knowledge) misalnya pengolahan jamu serta
folklore sampai program komputer dan internet pada era ekonomi digital ini. Di antaranya
terletak kegiatan-kegiatan pendukung yang mutlak penting, seperti penegakan hukum. Jadi
secara simbolik, Hak Kekayaan Intelektual mencakup kegiatan “dari herbal ke digital”.2
Indonesia telah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs), setelah meratifikasi World Trade Organization (WTO)
Agreement dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi tersebut kemudian
diimplementasikan dalam revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku saat itu, diikuti
perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan
intelektual yang baru bagi Indonesia. Yakni, Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang
Desain Industri, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Undang Undang
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang Undang Nomor 14
Tahun 2001 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016
1 Supanto, Diktat Kuliah”, Surakarta, 2009, hal.6
2 Ahmad Zen Purba, “Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume
13, April 2001, hal.4
2tentang Paten, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor
19 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, dan yang terbaru Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi
Geografis. Perubahan undang-undang mengenai Hak Cipta ini, merespons perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai media publikasi dan komunikasi ciptaan secara
global. Pada prinsipnya, revisi Undang-Undang Hak Cipta ini bertujuan untuk meningkatkan
perlindungan terhadap pemilik hak cipta serta diharapkan dapat mendukung peningkatan
perekonomian, khususnya di bidang indutri kreatif.3
Namun keberadaan rezim HKI yang kemudian diberlakukan di Indonesia tidak bisa
dilepaskan dari adanya pro dan kontra. Kelompok yang setuju sudah pasti mengedepankan
argumentasi bahwa kekayaan intelektual merupakan sebuah hak kepemilikan, sehingga hal ini
harus mendapat perlindungan hukum. Kelompok kontra mempunyai cara pandang yang berbeda
dengan kelompok pertama. Aliran kritis misalnya, tidak sependapat dengan adanya penerapan
rezim HKI ini, karena dianggap bahwa ini merupakan bentuk kapitalisme yang baru terhadap
negara-negara berkembang khususnya, yang itu tidak lain dianggap sebagai malapetaka bagi
negara-negara tersebut. Wajar apabila kemudian kelompok ini mencoba menolak menggunakan
rezim HKI sebagai instrument dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual.4
Munculnya kelompok pro-kontra ini yang kemudian menimbulkan problem sosiologis
dalam penerapan rezim HKI di Indonesia. Permasalahan paling pertama bisa dilihat adalah
konsep HKI yang diusung ke Indonesia lebih cenderung individualistik, sedangkan beberapa
hasil kreasi intelektual yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat komunalistik dan
mengedepankan kepentingan komunitas. Di samping itu, budaya gotong royong merupakan salah
satu ciri menonjol dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini telah menimbulkan konsepsi tersendiri
mengenai masalah kepemilikan. Bagi masyarakat Indonesia, hak milik memiliki fungsi sosial
yang boleh dinikmati oleh masyarakat lainnya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia,
khususnya pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-
nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa melalui izin si pemegang
benda tersebut. Sedangkan konsep ini berbeda dengan HKI yang berasal dari barat di mana
dalam konsep barat, setiap pemafaatan atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai
3 Tim Visi Yustisia, “Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa”
Visimedia, Jakarta, 2015, hal.xi
4 Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.38
3pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah. Contoh yang nyata
adalah saat ada pemahat dan pematung dari Bali sangat bangga bila karyanya ditiru orang lain
meskipun itu tidak melalui proses perizinan terlebih dahulu.5
Meskipun terjadi pertentangan di dalam negeri, yang menginginkan HKI berjalan untuk
kemajuan, di sisi lain sifat komunalistik dari masyarakat Indonesia yang menganggap karya cipta
mereka adalah sebuah karya untuk dinikmati bersama tanpa harus keberatan bila ada pihak lain
yang menirunya, tapi ketentuan tentang TRIPs tersebut tetap harus berjalan di Indonesia. Oleh
karena penegakan hukum dibidang HKI (termasuk Hak Cipta), mekanisme dan bekerjanya
penegakan hukum pidana tidak dapat melepaskan dari adanya TRIPs. Segala usaha pencegahan
terjadinya pelanggaran di bidang HKI, seperti: barang palsu, pembajakan, reproduksi atau
imitasi. Tujuannya untuk menciptakan terhapusnya praktik bisnis yang tidak jujur sehingga
tercipta persaingan yang sehat dan terwujudnya pasar bebas.6
Hak cipta didasarkan pada adanya ciptaan. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Mencipta adalah sebuah proses yang tidak mudah karena
dibutuhkan kreativitas dan pemikiran dari seseorang. Dimulai dari sebuah ide atau gagasan, lalu
dituangkan dalam sebuah bentuk karya. Karya tersebut terkadang tidak serta-merta menjadi
sesuai apa yang dipikirkan oleh pemikirnya, maka atas karya tersebut terkadang membutuhkan
perbaikan yang berulang-ulang. Oleh karenanya orang lain diwajibkan untuk menghormati karya
tersebut. Dalam proses kreatifnya, manusia sering kali dimudahkan dengan adanya teknologi
digital. Namun begitu, keberadaan teknologi digital memiliki sifat yang ambivalen, di satu sisi,
kehadiran teknologi digital mampu memberikan kemudahan, namun disisi lain dari kehadiran
teknologi digital dapat menyebabkan karya cipta seseorang tidak lagi dihargai. Seperti contoh
yang ada saat ini, penggunaan teknologi digital memungkinkan seseorang untuk melakukan
penggandaan suatu karya cipta yang hasilnya mempunyai kualitas yang sama. Keberadaan
internet memungkinkan para penggunanya untuk memamerkan ciptaannya juga saling bertukar
informasi yang dimilikinya, bahkan mendistribusikannya kepada orang lain.
Kemudahan yang diberikan teknologi juga menarik pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab untuk menarik keuntungan dari ciptaan. Sebagai contoh seorang pencipta
memamerkan ciptaannya dan kemudian ciptaan tersebut diminati oleh masyarakat, maka pihak
5 Ibid, hal. 39-40
6 Sabar Slamet, “Polisi dalam Kebijakan Kriminal Dibidang Hak Cipta” Sebelas Maret University Press, Surakarta,
2010, hal.50
4yang tidak bertanggungjawab dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil
keuntungan. Bila suatu ciptaan pada waktu tertentu dikagumi dan diminati oleh sebagian besar
warga masyarakat, diperbanyak, dan diperdagangkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan
penciptanya, hal ini termasuk dalam kategori merampas hak orang lain secara paksa.7 Dalam
perkembangannya, proses pendistribusian telah menarik pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk mengambil keuntungan secara ekonomi atasnya tanpa mengindahkan hak dari
penciptanya, terdapat berbagai jenis pelanggaran atas hak ekonomi dari pencipta, salah satu
contoh aktual dan faktual yang banyak kita temukan adalah pembajakan karya seni baik berupa
lagu maupun film, baik melalui kaset maupun melalui cakram optik berupa Compact Disk (CD)
maupun Vidio Compact Disk (VCD). Pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal
produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut
dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction
right.8
Larangan dalam pembajakan/penggandaan ilegal atas karya cipta musik/ film yang biasa
dibuat dalam CD/VCD tersebut karena hak cipta adalah hak kebendaan sehingga didalam karya
cipta tersebut terdapat nilai ekonominya. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 1 tersebut menunjukkan
hak cipta hanya dapat dimiliki oleh Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut
sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam
penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakan tidak
dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.9 Kemudian jika dilihat rumusan tentang
ketentuan pidana, di sini ada rumusan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta
suatu bukti bahwa hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk
mengganggu keberadaannya. Pidana yang diancamkan ialah penjara dan denda. Tindak pidana
ini juga digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan masuk dalam kategori delik biasa.
Semuanya ini memberikan kesan pertanda adanya hak absolut.10
7 Gatot Supramono, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta,
Pustaka Kartini, Jakarta, hal.5
8 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting
Society, Alumni, Bandung, 2011, hal.11
9 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hal. 50
10Ibid, hal.51
5Dengan perangkat hukum yang telah ada dalam hal ini aparat hukum dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia, mestinya pembajakan tersebut dapat dicegah. Tetapi
faktanya, data yang pernah diungkap Indonesia masih menduduki peringkat pertama dalam
pembajakan dibanding bangsa-bangsa di Asia dengan poin tertinggi 8,5 dari maksimum poin 10
terhitung sampai bulan Agustus 2010.11 Bahkan informasi dari Raymond Siagian, salah satu
pengurus Asosiasi Industri Video mengungkapkan dari 9 juta film yang beredar sepanjang tahun
2015, sekitar 92 persenya adalah bajakan.12
Hasil survei dan cuplikan berita di atas tidaklah mengherankan. Pada kenyataannya kita
dapat menemukan produk bajakan hampir di setiap kota, baik besar ataupun kecil. Di Jakarta
misalnya banyak ditemukan tempat-tempat yang menyediakan/menjual produk bajakan seperti
CD/VCD, begitu pula di pasar-pasar lain seperti Pasar Senen, banyak pedagang eceran produk
bajakan menggelar dagangan di lapak-lapak di pinggir jalan. Begitu pula di kota-kota kecil di
Indonesia, CD/VCD bajakan dapat dijumpai dengan mudah di pasar atau pinggir jalan utama.
Di Boyolali contohnya, kota kecil yang merupakan kota perlintasan jalur tengah Surabaya
- Jakarta tersebut, lapak CD/VCD bajakan dapat ditemukan di pasar-pasar atau di tempat
keramaian yang ada di beberapa titik kota. Keadaan ini tak luput dari perhatian aparat untuk
menertibkannya. Upaya penegakan hukum oleh aparat Kepolisian dilakukan dengan razia
terhadap peredaran barang bajakan. Kepada para penjual barang bajakan tersebut, aparat
menjadikan mereka sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan
menyita barang-barang hasil pelanggaran hak cipta.
Pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, Pengadilan Negeri Boyolali
telah menerima pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Boyolali dalam penegakan hukum
atas tindak pidana pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) Undang Undang RI
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Proses pemeriksaan persidangan telah sampai pula
pada vonis hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Putusan-putusan tersebut dapat dilihat dibawah
ini :
1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali perkara Nomor 83/Pid.B/2009/PN.Bi. tanggal 9 Juni
2009 atas nama terdakwa Rahman Triyanto Bin Patmo Sukarto yang menjatuhkan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 50.000,00 (lima
11http://www.antaranews.com/berita/1282728707/indonesia-teratas-dalam-daftar-pembajakan-hak-cipta-di-asia
12http://m.tempo.co/read/news/2005/12/01/05769990/vcd-dan-dvd-bajakan-kuasai-pasar.diakses Desember 2016
6puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
2. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali perkara Nomor 84/Pid.B/2009/PN.Bi. tanggal ( Juni
2009 atas nama terdakwa Rowiyah Binti Tugiman yang menjatuhkan pidana penjara selama
2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 15 (lima belas) hari;
3. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 86/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 9 Juni 2009 yang
menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
Beberapa putusan mengenai pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Boyolali
tersebut terdapat kesamaan yakni pidana (strafmaat) rendah. Strafmaat tersebut sangat jauh
dengan ancaman pidana yang dikenakan untuk tindak pidana pelanggaran hak cipta Pasal 72
Ayat (2) UUHC dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.00,00
(lima ratus juta rupiah).
Penjatuhan pidana, dalam hal ini strafmaat sepenuhnya adalah kewenangan hakim.
Tinggi rendahnya strafmaat telah dipertimbangkan hakim dalam pertimbangan hukum sebelum
menjatuhkan putusan. Begitupula dalam penjatuhan strafmaat dalam putusan tindak pidana
pelanggaran hak cipta ini. Melalui putusan-putusan tersebut, penulis bermaksud meneliti alasan-
alasan hakim menjatuhkan strafmaat rendah untuk dapat mengetahui bekerjanya hukum
(peraturan perundang-undangan) dalam hal ini Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta dari sisi birokrasi aparat penegak hukum dalam hal ini hakim sebagai salah satu unsur
penegak hukum.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan
dengan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk tesis berjudul : ”Implementasi Penegakan
Hukum Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Hak Cipta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Boyolali)”
7B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang masalah di atas, Penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan pidana (srtafmaat) rendah
dalam perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta?
2. Apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam
memeriksa perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta?
C. Tujuan Penelitian.
Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan
sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta emiris yang terjadi, atau yang
ada disekitar kita untuk direkontruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi
kehidupan.13
Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pertanyaan yang konkret dan
jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasikan, dibandingkan, dikoordinasikan dalam
penelitian.14
1. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum
dari hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak
pidana pelanggaran hak cipta.
2. Untuk mengetahui apakah kesulitan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Boyolali
dalam memeriksa perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam penegakan hukum
Undang Undang Hak Cipta di wilayah Boyolali.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya
dan Hukum Pidana pada khususnya dalam penanganan perkara-perkara Hak Cipta.
2. Manfaat Praktis, menyumbangkan wawasan kepada masyarakat pada umumnya
bagaimana seorang hakim dalam memutus sebuah perkara.
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2
14Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 112.
